
 

 

P

 
Menim

 

 

 
 
Mengi

 
 
 
 
 

PE

ERUBAH
TENT

mbang  :

ingat :

PROVI

ERATURA

HAN ATA
TANG PE

DENG

: a. ba
ke
pe
Ka
ku
ke

b. ba
ke
Ke
Ke
HK
Ka
Da
Or

c. ba
dim
Pe
Da
Or

: 1. Pa
In

BUP
INSI KE

AN DAE
NO

TAS PERA
EMBENT

LEM

GAN RA

BUP

ahwa 
elembaga
elaksana
abupate
uantitas 
esehatan

ahwa se
elas Rum
elas D 
esehatan
K.02.03
abupate
aerah N
rganisas

ahwa 
maksud
eraturan
aerah N
rganisas

asal 18 a
donesia

PATI BA
EPULAU

SA
ERAH KA
OMOR  5

TE

ATURAN
TUKAN 

MBAGA T

HMAT T

PATI BAN

dalam 
aan yan
aan tuga
n Bangk
 pelaya

n, perlu 

ehubung
mah Sak
ke Kela

n R
/I/3366
n Bang

Nomor 1
si dan Ta

berdas
d dalam 
n Daera
Nomor 1
si dan Ta

ayat (6) 
a Tahun 

1

 
 
 
 
 

 
NGKA T

UAN BAN
 
 
 

ALINAN 
ABUPAT
5  TAHU

 
NTANG 

 
N DAERA
ORGAN

TEKNIS D
 
 

TUHAN Y
 
 

NGKA T

rang
ng tepat 
as dan f
ka Teng
anan P
ditingka

gan den
kit Umu
as C b

Republik
6/2014 
gka Teng
14 Tahu
ata Kerj

arkan 
 huruf a
ah tenta
14 Tahu
ata Kerj

 Undang
 1945; 

TENGAH
NGKA B

TEN BAN
N 2015 

 

AH NOM
NISASI D
DAERAH

YANG M

TENGAH

gka u
 fungsi 
fungsi d
gah sert
Pemerin
atkan ke

ngan ad
um Dae
berdasar
k Ind

tentang
gah, per
un 201
a Lemba

pertim
a dan hu
ang Per
un 201
a Lemba

g-Undan

H 
BELITU

NGKA TE

MOR 14 
DAN TAT
H 

MAHA ES

, 

upaya 
dan tep

di lingku
a untuk
tah da
elas Rum

anya pe
erah Ban
rkan Ke
donesia 

g Peneta
rlu men
4 tenta
aga Tekn

mbangan
uruf b, p
rubahan
4 tenta
aga Tekn

ng Dasar

UNG 

ENGAH 

 TAHUN
TA KERJ

SA 

mengo
pat uku
ungan P
k mema
aerah d
mah Sak

erubaha
ngka Te
eputusa
 No
apan Ke
ngubah 
ang Pem
nis Daer

n seb
perlu m
n atas 
ang Pem
nis Daer

r Negara

 2014 
JA 

optimalk
ran dala

Pemerint
aksimalk
di bida
kit Umu

an  stat
engah d
n Ment

omor 
elas RSU
Peratur

mbentuk
rah; 

bagaima
enetapk
Peratur

mbentuk
rah; 

a Repub

kan 
am 
tah 
kan 
ang 
m; 

tus 
dari 
teri 

: 
UD 
ran 
kan 

ana 
kan 
ran 
kan 

blik 



 2

 
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4033); 
 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten 
Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten 
Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4268); 
 

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5072); 

 
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 
6. Peraturan  Pemerintah  Nomor  41  Tahun 2007   tentang    

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor Republik Indonesia 4741); 

 
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah 
Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 1221); 

 
8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang 

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah 
Tahun 2014 Nomor 198); 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH 
 

dan 
 

BUPATI BANGKA TENGAH 
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MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG 
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA 
TEKNIS DAERAH. 

 
 

Pasal I 
 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 
Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 
Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 198), diubah sebagai 
berikut: 

 
1. Di antara angka 5 dan angka 6 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) 

angka, sehingga berbunyi sebagai beriku: 
  
 

Pasal  1 
 

5a. Rumah Sakit Umum Daerah adalah rumah sakit 
umum daerah yang didirikan dan diselenggarakan 
oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. 

 
 

2. Ketentuan Pasal 77 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

 
 
 

Pasal  77 
 

(1) Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah 
Bangka Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (2) huruf j, terdiri atas:    
a. 1 (satu) direktur; 
b. 1 (satu) bagian; 
c. 3 (tiga) bidang; 
d. 3 (tiga) subbagian; 
e. 6 (enam) seksi;  
f. Kelompok Jabatan Fungsional; 
g. Komite Medis. 

 
(2) Bagan susunan organisasi Rumah Sakit Umum 

Daerah Bangka Tengah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), tercantum dalam Lampiran X yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini. 
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3. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
 

 
Pasal 79 

 
(1) Bagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 77 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang 
kepala bagian yang dalam pelaksanaan tugas berada 
di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada 
direktur. 

 
(2) Bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), membawahkan: 
a. Subbagian Penyusunan Program; 
b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 
c. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan. 

 
(3) Setiap subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang 
dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan 
bertanggung jawab langsung kepada kepala bagian. 

 
 

4. Ketentuan Pasal 80 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

 
 

Pasal 80 
 
(1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat 

(1) huruf c, terdiri dari: 
a. Bidang Pelayanan Medis dan Kefarmasian;  
b. Bidang Keperawatan dan Kebidanan; dan 
c. Bidang Penunjang Klinis dan Nonklinis; 

 
(2) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dipimpin oleh seorang kepala bidang dan bertanggung 
jawab langsung kepada direktur. 

 
 

5. Diantara Pasal 80 dan Pasal 81 disisipkan 1 (satu) Pasal 
yakni Pasal 80A, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

  
 

Pasal 80A 
 

(1) Bidang Pelayanan Medis dan Kefarmasian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf 
a, membawahkan: 
a. Seksi Pelayanan Medis; dan 
b. Seksi Pelayanan Kefarmasian. 
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(2) Bidang Keperawatan dan Kebidanan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b, 
membawahkan: 
a. Seksi Keperawatan; dan 
b. Seksi Kebidanan. 

 
(3) Bidang Penunjang Klinis dan Nonklinis sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf c, 
membawahkan: 
a. Seksi Penunjang Klinis; 
b. Seksi Penunjang Nonklinis. 

 
(4) Setiap seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang 

dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan 
bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang. 

 
 

6. Ketentuan Pasal 89 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

 
 

Pasal 89 
 

(1) Kepala badan/inspektur merupakan jabatan 
struktural eselon IIb. 

 
(2) Kepala satuan/kepala kantor/sekretaris/inspektur 

pembantu pada inspektorat/direktur pada Rumah 
Sakit Umum Daerah Bangka Tengah, merupakan 
jabatan struktural eselon IIIa. 

 
(2a) Kepala bagian tata usaha pada Rumah Sakit Umum 

Daerah Bangka Tengah merupakan jabatan 
struktural eselon IIIb. 

 
(3) Kepala bidang pada badan/Rumah Sakit Umum 

Daerah Bangka Tengah merupakan jabatan 
struktural eselon IIIb. 

 
(4) Kepala subbidang/kepala seksi/kepala subbagian 

pada badan/kantor/Rumah Sakit Umum Daerah 
Bangka Tengah, dan Kepala UPT badan merupakan 
jabatan struktural eselon IVa. 

 
(5) Kepala subbagian pada UPT badan merupakan 

jabatan struktural eselon IVb. 
 
 

7. Diantara Pasal 98 dan Pasal 99 disisipkan 1 (satu) Pasal 
yakni Pasal 98A, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 
 

Pasal 98A 
 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun 
terhitung sejak tanggal diundangkan. 
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Pasal II 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.  

 
 
 Ditetapkan di Koba 
 pada tanggal  31 Juli 2015 

 
BUPATI BANGKA TENGAH, 

 
   Cap/dto 

  
 

ERZALDI ROSMAN 
Diundangkan di Koba 
pada tanggal  31  Juli  2015 
 
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA TENGAH, 
 
Cap/dto 
 
IBNU SALEH 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 215 
 
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH 
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (4.5/2015)  
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LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KABUPATEN  BANGKA TENGAH 
NOMOR :   5  TAHUN 2015 
TANGGAL :   31 Juli 2015                

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGKA TENGAH 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                     BUPATI BANGKA TENGAH, 

 
              Cap/dto 

 
                           ERZALDI ROSMAN 

 
DIREKTUR 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

   
   

 
BAGIAN TATA USAHA 

SUBBAG  
PENYUSUNAN  

PROGRAM 

SUBBAG  
UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

SUBBAG  
KEUANGAN DAN 
PERLENGKAPAN 

BIDANG 
PENUNJANG KLINIS DAN NONKLINIS 

SEKSI 
PENUNJANG KLINIS   

SEKSI  
PENUNJANG NONKLINIS 

BIDANG  
PELAYANAN MEDIS DAN 

KEFARMASIAN 

SEKSI  
PELAYANAN MEDIS 

SEKSI 
PELAYANAN KEFARMASIAN 

BIDANG  
KEPERAWATAN  DAN KEBIDANAN 

 

SEKSI 
KEPERAWATAN 

SEKSI 
KEBIDANAN 

- KOMITE-KOMITE 
- PANITIA-PANITIA 

 
SPI 
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